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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Larantuka Tahun 2017-2022,
dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 yang memuat gambaran umum
perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan
kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Larantuka untuk 5 (lima) tahun yang
akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Larantuka serta sebagai dasar untuk
melakukan evaluasi kinetja selama lima tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Larantuka Tahun 2017 - 2022 ini, untuk itu
usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Kantor Camat Larantuka pada masa yang akan datang.

Akhimya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan

kinerja Kantor Camat Larantuka di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat
Tuhan selalu menyertai kita.

La;antuka, Januari 2018
- v‘Camat Larantuka,
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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya
sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta
mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi,
desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhimya dapat menjamin
pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas
menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut,
Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang
tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam
merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan
karakteristik dacrah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Diakui bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. Ada 4 (empat) tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu 1)
penyusunan rencana ; 2) penetapan rencana ; 3) pengendalian pelaksanaan rencana ;
dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi
manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu tahap dengan tahap
yang lain, keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberikan umpan
balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan
baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan, dan setiap pelaksanaan
rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang
baik. Perencanaan yang baik didapatkan oleh suatu proses yang baik pula yang
melibatkan semua stekholder dan komponen masyarakat yang menjadi target sasaran
program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (ima) tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sekaligus dokumen teknis setelah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
pmgram,dankeg‘atanpembangunansesuaidengantugasdanfungsinya.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
disamping itu pula memperhatikan evaluasi kinerja SKPD terhadap implementasi
Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8-Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh
karena itu Kantor Camat Larantuka sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan umum, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Rentra) 5 (lima)
tahunan 2017-2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 (PERDA Nomor 10 Tahun 2017). Dengan demikian
diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan
kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis
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baik lokal, regional,"nasional. maupun global dalam bidang perencanaan yang
tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis Kantor Camat Larantuka merupakan langkah awal untuk
melaksanakan mapdat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu
melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan
langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini
merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai
da!am kurun waktu § (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada
baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka

:\a'a}\‘ktu S (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD
unan .

Pedoman ilabarka
RPJPD RPUMD [2*] pkpp F2%™0,! paPBD | APBD
Pedoman Diacu
¥ \ ¥
- Pedoman ) Pedoman |
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Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Larantuka Dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya.

.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Ipdonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2 z
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2(%2 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585),;

0
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20(‘)’7 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor ahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun
2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Flores Ti mur Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Ti mur Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027

n Ne6 - 2/20|
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 ’Dﬁhun/EOOS ’tentagg

Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);

Peraturan D'ZSFJS Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0151); Fermne Vewh Daeal
AVVN 3027 -2026
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Darerah Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140).

.3. Maksud dan Tujuan

¢ Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah :

1.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan
tujuan Kecamatan Larantuka selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu
pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan
dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan
mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal
maupun eksternal.
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3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang
rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan yang akuntabel dan
transparan.

* Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah :

1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta
sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten di bidang pelayanan publik
dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para camat;

2. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya
Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui
keterpaduan dalam program;

3. memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan
Larantuka yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi
program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru,
indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun
atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
dan berbagai masalah yang dihadapi,

4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan
prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam
merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam
melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang
dicapai.

S. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan,
disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan
dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
berkelanjutan;

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah sebagai
berikut:

Babl. Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan
penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD; memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan
sumberdaya aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di
Kabupaten Flores Timur, peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam
proses perencanaan pembangunan

Bab 3. Permasalahn dan Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD memuat
analisis permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya; tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L
ataupun Renstra SKPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari
implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani
melalui Renstra SKPD tahun berjalan.

Bab 4: Tujuan dan SasaranPrioritas Pembangunan Daerah

memuat Visi dan Misi lembaga, perumusan sasaran/target serta keterkatian Misi,
Kebijakan dan Strategi implementasinya sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Larantuka.

Bab 5: memuat strategi dan arah kebijakan.
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Bab 6: memuat rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif.
Bab 7: Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan SKPD yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD,
Bab 8. Penutup
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BAB I1
GAMBARAN UMUM
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Larantuka

Secara Administrasi Kecamatan Larantuka terbentuk berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur KDH Tk. I NTT tanggal 20 Juli 1963 No. Pem. 66/1/32 tentang Pemekaran
Kecamatan di seluruh propinsi NTT, termasuk 5 buah kecamatan di Kabupaten Flores
Timur ditingkatkan menjadi 13 kecamatan, dan 3 diantaranya adalah kecamatan :

1. Kecamatan Larantuka dengan Ibu Kota Larantuka.

2. Kecamatan Wulanggitang dengan Ibu Kota Boru, dan

3. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Ibu Kota Waiklibang.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan
fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Nomor 98 Tahun 2016, Kecamatan

Larantuka dipimpin oleh seorang Camat, seorang seckretaris, 5 orang kepala seksi, 2
orang kepala sub bagian dan 11 staf Fungsional Umum.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Larantuka sesuai Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Camat
Yosep Tua Dollu,Sp
]
Sekretaris :
PuST Tevenaas Ir. Aloisius Riberu
i [
: | l
H Sub Bagian Umum Sub Bagian Program,
E & Keuangan : Data & Evaluasi:
E Rofina Becora Ofong Lasarus Toba Uran
1 ]
:
e —— e "":' ittt 4 0 il E LA K
4 . 1 1
[ I I m|
wksi Pemerintahan: Seksi Trantib: Seksi PMD: Seksi Seksi Kesos &
daria Sesilia Deran Fernandez Perekonomian: Pelum:
Nuho, S.Sos Hilarius Yosep raja Waton|| Herminigildis Robertus
i Baya Leyn palang Boleng

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mcnyeler_lggarakan tugas
umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan
kemasyarakatan.
Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian
kewenangan kepada para camat.
1. Fungsi Camat :
Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kec'amatan.
Pccz:binaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kccamptan. .
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup
kecamatan. . o

lolaan administrasi kecama '
;;gkcmaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

ap P

™o
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Fungsi Sekretaris Kecamatan :

a.
b.
¢

d.
e.

Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

Penyusunan program dan anggaran;

Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang
milik daerah;

Pengelolaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya;

Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :

m ™o a0 TP

Penataausahaan administrasi perkantoran:
Pengelolaan dokumen kepegawaian;

Pengelolaan perlengkapan perkantoran;

Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;

Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :

a.

i

Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
Perencanaan program, data dan evaluasi;
Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya;

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan :

opoop

Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;

b.

[
d.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban
umum;

Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum;
dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

a.

b.

C.

a

Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat;

Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
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8. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :

a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan
kesejahteraan sosial;

c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan
sosial;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan
sosial; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
9. Fungsi Kepala Seksi Perekonomian :

Penyusunan rencana kerja perekonomian;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
!.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Larantuka
a. Susunan Kepegawaian

-

Tabel 2.2.1 :
Jumlah PNS Kantor Camat Larantuka berdasarkan Jabatan Tahun 2017

NO JABATAN ESELON JUMLAH
PEGAWAI
1. Camat Ill.a 1 orang
2. Sekretaris Camat III.b 1 orang
3. Kepala Seksi IV.a S orang
4. Kasubag IV.b 2 orang
JUMLAH 9 orang

umber . Kantor Gemat Larantuka Cedun 2017,

Tabel 2.2.2 :
Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO | PANGKAT GOLONGAN,/RUANG ggg"m
1. Pembina Tingkat I IV.b 1 orang
2 Pembina IV.a 1 orang
3. | Penata Tingkat I IIL.d 2 orang
4. Penata Ill.c 3 orang
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S. Penata Muda Tingkat 1 | IIl.b 1 orang
6. Penata Muda Ill.a 3 orang
7. Pengatur Tingkat I I.d 1 orang
8. Pengatur IL.c 7 orang
9. Pengatur Muda Tk. I IL.b 1 orang
Jumlah 20 orang
Qe . Raorior Camat Laranuka Tiaum 2017,
Tabel 2.2.3 :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI
1. Pasca Sarjana (S-2) -
2. Sarjana (S-1) 5 orang
3. Diploma III/Akademi/Ahli Madya -
4. Diploma I/Diploma II -
5. SLTA 15 orang
JUMLAH 20 Orang

QSumber . Kartor Camat aramtuka Tednm 2017,

Tabel 2.2.4 :

Berdasarkan Diklat Penjenjangan

2017 - 2022

NO DIKLAT PENJENJANGAN JUMLAH PEGAWAI
1. PIM II / SPAMEN -
PIM III / SPAMA 1 orang
3. PIM IV / ADUM / ADUMLA 1 orang
JUMLAH 2 Orang
Obumber . Kantor GCamat Laramuka Cahun 2017
b. Aset
Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Larantuka
No Uraian Asset/Modal Nilai (Rp)
1 | Tanah 545.721.000
2 | Peralatan dan Mesin 720.458.000
3 | Gedung dan Bangunan 508.500.000
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2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Larantuka

2.4.

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik di Kecamatan Larantuka terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

1.
2
3.
4
S.

6.

7.

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan
bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja

Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan
intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan

Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi
kepada masyarakat

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Larantuka

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean
Goverment menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan
dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan
meliputi :

1.

2,

o

10.

Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka
mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu,
antara lain: perencana, pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumber
daya aparatur yang profesional;

Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;

Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana
belum berjalan secara optimal,

Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan
pembangunan;

Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan
insfrastruktur masyarakat secara lebih memadaij

Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli
masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi
masyarakat;

Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;

Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari
tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan
kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1.

Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan pen.ycraharg
sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati
kepada Camat;

Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan
tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukun'garf
masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi
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motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat
yang cukup tinggi;

4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;

5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam
penyelenggaraan pembangunan;

6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam
mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur
wilayah;

7. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;

Hal. 14
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan
koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari
pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainnya visi dan misi
pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi
terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan
kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai
salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan
kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan
merupakan perpanjang tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung
berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan
pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum
diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang
memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu
ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan
sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan
mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang
melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Larantuka, juga pelayanan administrasi
dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara
lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan
Larantuka

Faktor yang Mempengaruhi

Eksternal(Diluar
Kewenangan

Skpd)

Standar
yang
Digunakan

Capaian/
Kondisi
Saat ini

Permasalahan

Aspek Kajian Pelayanan SKPD

Internal (Kewenangan

Skpd)

-4

-5

-6

Pengelolaan administrasi
Pelayanan Publik

Pembinaan dan
pemberdayaan tata kelola
aparatur pemerintah
desa/kelurahan

Belum
optimal

Belum
optimal

Optimal
dan tepat

Optimal
dan tata
kelola
pemerintah
an di desa
yang baik

kapasitas SDM
aparatur dan
Pengawasan melekat

kapasitas SDM
aparatur dan
Pengawasan melekat
serta konsistensi
pendampingan

Ketersediaan
dana dan sarana
prasarana

Ketaatan dan
konsistensi serta
sinergitas
program
pengembangan
kapasitas
aparatur
pemerintah
daerah

Pengelolaan
administrasi
Pelayanan
Publik yang
belum optimal

Pembinaan dan
pemberdayaan
tata kelola
aparatur
pemerintah
desa/kelurahan

yang belum
optimal
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Koordinasi dan

kerjasama
dengan
pemerintah
Koordinasi dan kerjasama fesionalitas dukungan dan bawah dan
dengan pemerintah ?;:;::]n al Optimal :g;::’tg? dan jalinan sin erg'fas tingkat atas
bawah dan tingkat atas dan serta lembaga-
serta Jembaga-lembaga dan sinergis kerjasama yang pelaksanaan Jembaga sosial
sosial kemasyarakat. sinergls dibangun program kemasyarakat
yang belum
optimal dan
sinergis.
Tingkat
Kehandalan aparatur o Par%ika?pﬂsi
. SRy . kecamatan dalam Globalisasi dan
A masyarakat
Tingkat Partisipasi Rendah Tinggi meninglatkan teknologi yansgymaaih
partisipasi rendah
Tindakan Menurunnya
penegakkan tingkat
Tingkat kepercayaan semangat anti KKN hukum terhadap kepercayaan
masyarakat kepada Berkurang | Tinggi yangg dimiliki pelaku KKN masyarakat
pemerintah aparatur yang memberi kepada
efelc jera bagi Pty LAY
para pelakuknya pem
: . Pelayanan sosial
Pelayanan sosial yang Bel gepﬁl:lgl gﬂcrm aparatur Koordinasi dan yang cepat,
cepat, akurat dan tepat o u“zl al t P;t an 32 dsa.r] ana pé‘gsg.;a:na komunikasi akurat dan tepat
sasaran P P f:n ICKNg ’ dalam pelayanan | sasaran yang
sasaran pa belum optimal
program Pemberdayaan
pemberdayaan ekonomi
Ootimal Kewenangan yang yang masyarakat
d:n Kecamatan dan menyetuh yang masih
Pemberdayaan ekonomi Belum keseiahtera merencanakan dan masalah dan rendah dan
masyarakat optimal anm mengelola program kebutuhan tidak disertai
meningkat pemberdayaan masyarakat dengan tingkat
e ekonomi serta serta pendanaan | kesadaran
dan masyarakat
pendampingan yang rendah
Pendampingan dan Peman‘fadatan [nc(l.)::e.
Income perkapita - kemampuan potensi dan perkapita
t Rendah Tinggi mengelola pobensi pengolahan masyarakat
masyaraka i 2 i 'l'pol' serta pemasaran | yang masih
yang produksi rendah
Ketaatan terhadap Pengabaian etika
Demokrasi dalam regulasi dan etika demokrasi | demokrasi
berpendapat dan Belum Demokratis | keterbukaan dan pemahaman | dalam
menyikapi kebijakan optimal dan etis komunikasi baik terhadap berpendapat dan
pemerintah; fomral maupun demokrasi menyikapi
informal kebijakan pem.
Moratorium Kapasitas SDM
s Ketersediaan dan penerimaan PNS | aparatur dan
:1{:-? amtasaila)kh:taparatur Rendah Tinggi kapasitas aparatur dan terbatasnya | masyarakat
masy: yang cukup memadai | perekrutan yang masih
tenaga kontrak rendah
kketersediaan
Perhatian dan minat g:?ap:;:ra:tz? Derajat
’ apartur yang tinggi . Kesehatan
Derajat Kesehatan Rendah Tinggi terhadap peningkatan medis da_n masyarakat
masyarakat : paramedis N
derajat kesehatan sertaketrsediaan | Y208 masih
masyarakat anrann rendah
prasarana
Masih tingginya
Angka angka
Adanya perhatian ketergatungan, kemiskinan dan
yang serius terhadap program pengangguran
Kemiskinan dan Tin Rendah penanggulangan penanggulangan | serta
Pengangguran Eel kemiskinan dan kemiskinan dan | terbatasnya
penurunan tingkat perluasan pendanaan
pengangguran kesempatan program
kerja penanggulangan
nya
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Tabel 3.1. 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis
No : : p p :
I?\lt:?-nmnal Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tingginya anima Situasi politik dan ekonomi di pusat (1) Terjalinnya kerja sama
negara-negara donor | yang kondusif dan terkendali pembangunan antara
dalam menjalin Pemerintah Pusat,
kerjasama dengan Provinsi untuk
Indonesia peningkatan Sumber
Daya Manusia.
2 MDGS dan lembaga Good gevernance dan clean (2) Adanya perhatian
PBB proaktif terhadap | goverment menjadi isu yang terus pemerintah pusat
permasalahan digulirkan dan meningkatnya terhadap Pembangunan
pembangunan pembiayaan terhadap daerah miskin Daerah
Tertinggal/Daerah
Miskin dan
Pengembangan Wilayah
Kepulauan serta
pemberlakukan e-KTP
3 Negara-negara kaya Meningkatnya kerjsama antara (3) Semakin meningkatnya
memiliki perhatian pemerintah dan negara-negara donor perkembangan investasi
serius terhadap swasta dalam
negara sedang mendukung pencapaian
berkembang dan pembangunan Ekonomi,
negara miskin SDM dan Hukum.

3.2. Telahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah “Flores Timur Sejahtera

dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”.
Visi tersebut di atas dapat dijelaskan :

1.

2.

Flores Timur Sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat
Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu
mengembangankan diri dan lingkungannya.

Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan
masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat
yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh
masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk
mewujudkan kemandirian dan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi
local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2017 - 2021 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten
Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah yaitu :

1.

Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores
Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang
memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek
ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Selamatkan Infrastruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores
Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang
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terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja
transportasi dan memperlancar aksesibiltas wilayah.

3. Selamatkan Tanaman Rakyat dimaksudkan agar tanaman rakyat yang
merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai
ekonominya.

4. Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat
kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar
mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir
Flores Timur.

S. Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang
berdasarkan pada prinsip Good Governanance dan Clean Government

Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Larantuka berusaha untuk
turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten

Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan
yang berlaku.

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: © Flores Timur Sejahtera dalam Bingaki Desa Membangun Kota Menata ”
) Misi dan Program Permasalahan Faktor
KDH dan Wakil KDH terpilih | Pelayanan SKPD | peponampat Pendorong
(1) (2) (3) @) (5)
1 Misi 5 : Reformasi Birokrasi
1. Program Pelayanan Ketatalaksanaan | Keterbatasan dana Adanya dukungan
Administrasi Perkantoran dan pelayanan serta efektiifitas dana dalam pelayanan
administrasi pelayanan administrasi
perkantoran administrasi perkantoran
yang belum perkantoran yang
optimal belum optimal
2. Program Peningkatan Sarana | Keterbatasan Keterbatas dana Adanya dukungan
dan Prasarana Aparatur sarana dan pengadaan sarana dana dalam
prasarana prasarana dan penyediaan sarana
penunjang biaya operasional prasarana aparatur
pelaksanaan serta adanya
tugas dan komitmen
pelayanan meingkatkan kinerja
publik pelayanan publik
3. Program Peningkatan Rendahnya Pendidikan aparatur | Adanya komitmen
Kapasitas Sumber Daya kapasitas dan yang masih rendah akan adanya
Aparatur etos kerja dan minimnya diklat | profesionalitas
aparatur aparatur dalam
kecamatan memberikan
pelayanan
4. Program Peningkatan Pelaksanaan Pengendalian dan Tersedianya sarana
Pengembangan Sistem evaluasi kinerja | evaluasi yang belum | teknologi dan
Pelaporan Capaian Kinerja serta pelaporan | didukung dengan tuntutan peningkatan
dan Keuangan yang belum data yang baik serta | kinerja pelayanan
optimal kurangnya publik
pengawasan dan
kontroling
S. Program Koordinasi Kurang Perencanaan dan Adanya dukungan
pemerintahan, pembangunan | maksimalnya pelaporan yang dana yang disediakan
dan pelayanan dana yang belum efektif serta demi terselengganya
kemasyarakatan terserap dalam kurangnya kegiatan
kegiatan pengawasan Pembangunan dan
pembangunan di pelayananan
desa dan kemasyarakatan
2. kelurahan
) A B R P R ~ LY R T ol i . |
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3.3. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah

beserta Fakfor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

R RTRW Terkait Permasalahan Faktor
o ;
Tupoksi Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong__
1. | Koordinasi dan Pengendalian dan |- Dukungan - Ada RTRW
Pengendalian Pemanfaatan masyarakat yang
Pemanfaatan Tata Ruang yang kurang maksimal ) m&mg
Tata Ruang belum optimal dalam pemanfaatan £
Tata Ruang kota e R
AR A, Tata Ruang
3.4. Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata
pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara
kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui
strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam
upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Larantuka maupun Visi dan Misi
pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode
analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang
dan ancaman. Untuk itu Kantor Camat Larantuka perlu mengetahui kondisi-kondisi
elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk
mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen
external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna
untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan
analisis
3.4.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tabel 3.4.1
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
Kekuatan Kelemahan
1. Uraian tugas yang jelas - Ketesediaan SDM yang minim dan tidak
2. Adanya pedoman dan juknis didukung dgn_gz;'; gdanﬁiaa k.omgt;ensi
i . : yang memadai berim si
3. Kesadaran akan tupoksi masmg—masmg ketidakseimbangan bl:aban kgaja demnis
4. Dukungan Sumber Daya Manusia, tuntutan capaian kinerja;
Fasilitas Penunjang do a alblast das bel
(Peralatan/Perlengkapan),  Dukungan | " m“!‘mbe =k " aaggaran c e
3 : esempatan mengajukan
Finansial Adanya dukungan dana an kegiatan
APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas gparan Srgmtay;
Pembantuan dan dukungan dana NGO |3. Sarana prasarana kantor kurang
Internasional (khususnya dalam memadai
mengembangkan potensi), yang cukup |4. Tingkat kesejahteraan aparatur masih
memadai. belum memenuhi standar ditandai
5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah dengan motivasi kerja kurang (naik-
yang mendukung, antara lain turun).
Pelimpahan wewenang dari Bupati |5. Belum optimalnya pengelolaan dan
kepada camat. pemanfaatan data, teknologi informasi
6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, dan komunikasi, penelitian dan
LSM,y Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh pengembangan dalam memberikan
Agama dan komponen masyarakat. pelayanan publik.
. Belum adanya (diberlakukannya)
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rewards maupun punishment terhadap
aparatur kecamatan maupun aparatur
Kelurahan dan Desa yang melakukan
pelanggaran;

7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan
koordinasi dengan pemerintah atas
maupun pemerintah Kelurahan dan
Desa dalam memberikan pelayanan;

8. Pelimpahan wewenang kepada Camat
yang belum optimal;

9. Perilaku masyarakat belum mendukung
program

Peluang Tantangan

1. UU No. 23 Th. 2014 dan perubahannya. |1. Kapasitas aparatur desa yang masih

2. Adanya kebijakan Pemkab yang rendah
mendukung pemberdayaan di 2. Potensi SDA yang belum tergali.
kecamatan. 3. Kondisi geografis yang kering dan

3. Adanya program utama “Gerbang Emas, demografis (jumlah penduduk)
Anggur Merah” yang besar.

4. Adanya bimtek/diklat/sosialisasi 4. Masih tingginya keluarga miskin dan
peraturan yang diadakan pemkab tingkat pengangguran usia muda.

5. Kemajuan teknologi. 5. Berada pada jalur kota kabupaten

6. Adanya perhatian pemerintah pusat sehingga rawan kamtibmas.
sampai kabupaten terhadap 6. Mengendurnya semangat masyarakat
Pembangunan di desa dan Daerah akibat dari menurunnya kepercayaan
Tertinggal /Daerah maupun progran dari terhadap jaminan kepastian akan
dana Tugas Pembantuan lainnya). direalisasikannya rencana

7. Terjalinnya kerja sama pembangunan pembangunan (program dan kegiatan)
antara Pemerintah RI dengan Negara dan pelayanan publik;
Donor dan pihak swasta dalam negeri 7. Daya beli yang rendah dan biaya
untuk peningkatan Sumber Daya pembangunan, pelayanan publik harga
Manusia maupun penggalian dan pasar yang tinggi
pemanfaatan potensi yang dimiliki.

8. Semakin meningkatnya perkembangan
investasi swasta dalam mendukung
pencapaian pembangunan Ekonomi,
SDM dan Hukum.

9. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan.

3.4.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka
isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Larantuka lima tahun
ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam
jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu
usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan
penambahan jumlah aparatur;

2. Peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
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3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi

dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan
pelayanan publik;

4, M_cngomimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta
didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku

masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka
kemiskinan dan pengangguran;

S. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta,

Tkah Asflma d'an komponen masyarakat untuk menjalani kerjasama,
koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan;

6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah
kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada

pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang
menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki
legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta
pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan
prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif
harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan
prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong
berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
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BAB IV :
TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi SKPD Kantor Camat Larantuka

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan
dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan
usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui
umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi
pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan
sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang
bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem
manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu
eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang
berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Visi Kecamatan Larantuka dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2021 yaitu “ Flores Timur Sejahtera
dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata ”. Berdasarkan pada visi Kabupaten
Flores Timur di atas, Visi dan Misi Kecamatan Larantuka adalah

* Terwufjudnya Kecamatan Larantuka sebagal Kecamatan Yang Unggul dalam
Pelayananan, Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kecamatan Larantuka

sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum yang berkualitas.

2. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan organisasi
dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha dan arsip.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Larantuka

Tabel 4.2.1 :
Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan Kantor Camat Larantuka
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKTAOR
NO TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-
Sasa [2 (s als
Mis 1. Penye! administras{ pemerintahan umum yang berkualitas.
i Meningkatnya Keikutsertaan
Kapasas Aparat kapasitas aparat | aparat dalam
dalam dalam bamtek /dildlat di 0% 25% | 50% | 75% | 100%
tugas dan pelaksanaan h-!mpncq
krwenangan tugas dan maupun tingkat
wWewenang Propinsi
Misi 2. sdministrasi Umum yang berkualitas
melalul pembinasn dan tata laksana, kepegawalan,
aset d ___rh‘_tg_u_g’-_n_hg_m arsip.
Merryednseza Tersediamya Tercapainya
dokumen dan data | dokumen dan | kualitas dan
yang alauret dan | data yang akurat | penyediaan 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
mudah diaskes dan mudah | (asilitas
diaskrs pelayanan
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BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tahap berikutnya berdasarkan ALl dan ALE sebelumnya dengan

mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Larantuka dan karena keterbatasan waktu
yang ada, maka guna mencapai visi dan misi kecamatan larantuka, strategi yang
sesuai adalah strategi agressive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam
melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar
untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1)

2)
3)

4)

S)

6)

Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang
ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan
program Gubemur NTT dan Bupati Flores Timur.

Memanfaatkan /menerapkan kemajuan teknologi.

Munmfaaﬂm/mmanplmnlmwmmlganyangdimﬂﬂdmdukungandanaymgada
untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang
yang ada.

Manfaaﬂcan_uraim tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda
dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa
serta melakukan rewards dan punishment.

Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, ,
Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi
dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.

Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data,
teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam
memberikan pelayanan publik.

b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

1)

2)

Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan
koordinasi antar instansi/daerah.

Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya
pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program

c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor,

2)

3)

4)

Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi
daerah

Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bimtek
yang ada
Kanl;m:dmndﬂqninfamasimmmjmwnpchymmpublﬂ(dmgmmnmﬂaaﬂmn
kemajuan teknologi.

d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

1)
2)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan
mengatasi permasalahan /ancaman

Mengoptimalkan  pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan
komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
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Tabel 4.3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Visi : Terwyjudnya Kecamatan Larantuka sebagal Kecamatan Yang Unggul dalam
Pelayananan, Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Misi 1. Penyele administrasi pemerintahan umum yang berkualitas.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

a. Meningkatkan Meningkatnya 1. Melaksanakan kegiatan 1. Peningkatan kualitas sumber

Kapasitas Aparat kapasitas aparat pemerintahan, pembangunan daya aparatur

dalam pelaksanaan | dalam pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan .

tugas dan tugas dan wewenang dengan transparansi dan R. Penyediaan sarana dan g

kewenangan akuntabilitas prasarana kantor yang memadai
b. Meningkatkan . .. .. [2. Mengusulkan peningkatan 9. Peningkatan pengawasan

disiplin dan kinerja gﬁ:nm;:iﬁka.tn? dmtphn alokasi anggaran bagi skuntabilitas

aparat nera apara pelaksanaan tugas pokok dan tur berlaku

pemerintahan desa | Pemerintahan desa fungsi organisasi iR b e st e

® mpdahmm gemasg?:}:yk:m 3. Meningkatkan kuantitas dan

kema: tan tan . Menin antitas

kualitas aparatur baik di
kecamatan maupun di desa,

Misi 2. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan
, aset daerah, tata usaha dan arsip.

_kepegawaian, ke

organisasi dan tata laksana,

Menyediakan
dokumen dan data
yang akurat dan
mudah diakses

Tersedianya dokumen
dan data yang akurat
dan mudah diakses

Meningkatkan kualitas dan
penyediaan fasilitas pelayanan

1. Penyediaan sarana dan

prasarana kantor yang memadai

F. Peningkatan pengawasan dan

akuntabilitas
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BAB VI :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN y INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberap

. a kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan strategisnya, maka lan

gkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

Kecamatan Larantuka.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel berikut ini.
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Tabel 5.1
Rencana Program Dan Keglatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
Dan Pendanaan Indikatif

Capaion Torget Kinerfs Program dan Kersngka Pendansen )
dan Tohun
Tujuen Sevaran Indikator Kode Program Program (owtcome) dan| P** Tahun 2018 Tehun 2019 Tahun 2020 Tahun 2024 Tehun 2022 Kaadial Kinerje pada ake
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1 2 L L] L] [ ] 7 [} L) » 1 12 1 L) 135 " 17 u n H
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Penyediaen jasa 18 2493000] . 3amams| a418.375| assza| asosam| 19489370 | Xy Camat
ANASIA01.010208 Kantor | *eerEhen "";z:“ el P jonism jovisftin jonssin jonatn orttn
1
: - — . — = — ——
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Torget Kinerjs Program den Kerengks Pendenasn
Program den e | pada Tahen Tahun 2018 Tahun 2019 Tshun 2020 Tahun 2021 Kondlsl Kinerja pada skhir
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Rencana Strategls 2017 - 2021

BAB VII ;
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 :
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaan RPJMD
Kondisi
Kinerja Kondisi
1 pada awal TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kinerja
. |no INDIKATOR Periode pada
RPJMD akhir
Periode
Tahun 2016 Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | RPJMD
B o 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. Prosentase
tersedianya
administrasi per- 93,29% 87,8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
kantoran
2. Prosentase
tersedianya
sarana dan 84,72 86,5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
prasarana
gparatur
3. Prosentase
terselenggaranya
s 100% | 87,8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
kepada
masyarakat
4, Prosentase
mt:‘h““’a . 87,8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kecamatan




rencana strategls 2012 - 2016

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Rencana
Kabupaten Flores Timur Tahun 2
visi, misi, strategi dan priorita
kegiatan yang akan dilaksan
Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 tahun kedepan,

Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka Tahun 2017 - 2022 ini

merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Fil

ores Timur demi pembangunan daerah 5 tahun
kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strate
semangat, dan komitmen dari seluruh
menentukan keberhasilan program dan

demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagal dokumen
administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan

tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai
dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Strategi Kantor Camat Larantuka
017 - 2022 yang memuat dasar, tujuan,
8 program dan indikator pengukuran
akan oleh Kantor Camat Larantuka

gis ini sangat diperlukan partisipasi,
aparatur di Kecamatan, karena akan
kegiatan yang telah disusun. Dengan

Semoga Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka ini dapat
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah
ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya

manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya
saing.

Larantuka, Januari 2018.
J_Carpat Larantuka
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